
ila kita menengok ke b e l a b g ,  sering diungkaph bahwa perturnbuhan 
perguman tinggi di Tanah Air sejak tahun '60-an diwarnai oleh 
"pertumbuhan yang acak". Barulh d a l m  tahun 1975 terlihat upaya- 

upaya untuk meletakkan dasar pertumbuhan secara bersistem. Berhubung 
perkembangan sistem pendidikan tinggi tidak terlepas dari supra-sistem yang 
ber lab  secara nasional, maka selama h r u n  waktu tersebut dirasakan adanya 
kebijaksanam-kebijaksanaan yang kurang konsisten serta berkesinambungan 
dan biasanya mengihti alur pasang-surutnya "sikon" di tingkat nasional. 

Disadari bahwa unwkdapatmenetapkansuatu kebijaksanam pengernbangan 
sistern pendidikan tinggi, diperiukm dasarberpijak yang kokoh bempa Undang- 
Undang yang selanjutnya diturunkan menjadi berbagai Peraturan Pemerintah 
(PP), KepMen, SK DirJen dan setemsnya, yang dapat memayungi kebijakrn- 
kebijakan operasional sesuai dengan hirarb pencapaim tujum yang dimalrsud. 

h g m  terbitnya UU No.211989 tentang Sistem Bendidikm Nasional d m  
PP-3011990 tentang Pendidikan Tinggi maka sudah e u h p  lengkap dasar 

a m  0per;)sional pembinm sistem pendidih  tiraggi s 

D a l m  menatap ke depan, e u h p  banyak dasar tempat berpijak dan 
"mencantolkan" harapan-harapan tersebut untuk dapat diwjudkrn menjadi 
kenyataarn. Tujuan pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam PP-30190 
adaBah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat ymg merniliki 
kemampuan akademik danlatau profesional yang dapat menerapkan, 
mengembangkan dan/alau menciptahn ilmu pengetahurn, tehologi dan/atau 
kesenim (ipteks). Selanjutnya selain mengernbangkan dan rnenyebarluaskan 
ipteks tersebut juga mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkm taraf 
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

Selanjutnya mengenai peranan pendidikan tinggi dalam peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam Pembangunan Jangka Panjang 
G d u a  (PJP 11) telah dimmuskan dalam GBNN 1993 antara lain dikemukakan 
bahwa: "Pendidikan Nasional dikembangkan seeara terpadu dan serasi baik 





untuk mendirikan suatu universitas. Karena W No.22/1961 tersebut belum 
dilengkapi dengan Peraturan Pernerintah (PP) yang rnengatur s e w a  rinei 
persyaham yang h d i p u h i ,  maka &lam periode 1960-1975 pengembangan 
pendidikan tinggi di 'Fanah Bir lebih diwmai dengan "pertumbuhan secara 
acak", dm baru tahun 1975 DitJen Pendidikan Tinggi m e l e t a h  dasar 
kebijaksanaan untuk memulai dengan pertumbuhan secara bemistern. 

D a l m  tahun 1975 tersebut, DitJen Pendidikan Tinggi melalui suatu studi 
yang eukup komprehensif telah menelorkan suatu laporan yang menapi lkan 
wajah pendidikan tinggi Indonesia yang temyata e u h p  memprihatinkan. Dari 
data yang ada, g a d a r m  pendidikan tinggi kita pada masa itu ditandai dengan 
serba "brang" atau "rendah*. Lima isu pokok yang mempakan tantangm pada 
wabu itu adal&: (I) daya m p u n g  yang rendah, (2) produktivitas rendah, (3) 
kemampuan untuk tumbuh dengan kekuatan sendiri terbatas, (4) 
ketidaksehbangan antara kelembagaan perguman tinggi, dan (5) struktur 
pmbinaan yang tidak meya~nkan. 

Untuk dapat menjawab Qntangan tersebut, diperlukan adanya tempat 
berpljak yang merupakan landasan d a l m  pengembangan sistem pendidikan 
tinggi nasional secara menyeluruh. Dalarn kaitan ini, maka Iahirlah 
"Kebljaksaaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi* disingkat m P P T  
yang dikukuhkan dengan keputusan Mendikbud No. 0140/U/1975. mPm 
inilah yang memberikan dasar dan arah pembinaan sistem pendidikan tinggi 
Eta sebagai suatu pola pengedangan d a l m  menuju temjudnya sistem 
pendidikan tinggi nasional yang meliputi perguruan thggi negeri dan swasta di 
d a l m  suatu pola pembinaan tunggal. 

Selanjutnya KDPPT ini dijabarkan dalam KPPT-JP (Kerangka 
Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang) yang rnerupakan rencana 
pengembangan sepuluh tahunan (1975-1985). Dengan diterbitkannya I(gFT- 
JP ini diharapkarm bahwa tata m a  kerja berprogram @lanning, programming, 
andbudgeftingsystem dan dikenal sebagai SP4) m e m p a h  kebijakan operasional 
yang harus dianut oIeh seluruh sistem pendidikan tinggi di Tanah Air. 

Bila dalam proses penyusunarr KPR-JP I(1975-1985) derappembangunm 
di awal Pelita II demikian rneningkatnya maka pada awal penyusunan serta 
pelahmaan W"PT-JP 11 (1985-1995) tehsebut ditandai oleh kecenderungan- 
kecenderungan keadam ekonomi dunia yang semakin lesu sehingga a n g g s m  
yang dapat disediakan menurun semra drastis. Di pihak pihak, program- 
prograrn yang sedang berjalan tentunya hams tetap berada d a l m  sasaran yang 
telah ditetapkan dalam PeIita IV, sedangkan di pihak lain dana pndukungnya 
masih perlu diusahakan pengadaannya. 



Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, kebijaksanaan yang diternpuh 
oleh DiUen Dikti &lam pengarahan program pembinaan pendidikan tinggi 
dalarn memasuki Repelita V antara lain bagaimana sistem pendidikan tinggi 
dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam Repelita VI sebagai era 
tinggal landas. Oleh karena itu, yang menjadi pedoman dalam penyusunan 
program sernuanya mengacu pada Repelita V Pendidikan Tinggi yang rencana 
bhunannya dituangkan dalam Memo Program Koordinatif DiUen Pendldikan 
Tlnggi (1988). 

Sebagaimana telah disinggung di muka, bila s e l m a  ini ekspansi pendidikan 
tinggi lebih menonjolkan aspek hantitas, maka d a l m  memasuki Repelita V 
perhatian utama akan diberikan, pada .aspek hali tas serta aspek relevansi 
lulusan yang dihasilkan. Dalam kondisi seperti yang kita hadapi di Tanah Air, 
masalah hali tas tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa memperhitungkan 
aspek bantitas yang dalarn beberapa hal ada kaitamya dengan isu pemerataan 
(equity). Jadi, tantangan yang kita hadapi ada lh  bagaimana penanganm aspek 
hantitas tersebut tanpa mengorbankan halitas. 

Sebagaigambaran atau magnituk permasalahan yangdihadapi oleh sistem 
pendidikan tinggi pada waktu itu disajikan cuplikan data berikut. 

Bila awal Pelita IV jumlah mahasiswa baru mencapai mgka sekitar 800 
ribu, maka akhir Pelita r\I angka tersebut sudah menjadi 1,6 juta mahasiswa. 
Ekspansr' pendidikan tinggi selama Pelita IV tersebut diikuti dengan 
meningkatnya mgka partisipasi pendidikan tinggi dari 5,1 persen menjadi 8,s 
persen. Di akhir Repelita VI angka partisipasi tersebut akan dinaikkan rnenjadi 
sekitar 13 persen. ( h g k a  partisipasi adalah persentase jumlah mahasiswa 
perguruan tinggi terhadap penduduk usia 18-24 tahun, yaitu kelompok umur 
yang dapat rnengikuti pendidikan di perguruan tinggi). 

Dari jumlah tenaga akadernik sebanyak 53,7 ribu (343  ribu PTPZ dan 19,4 
ribu ITS) di akhir Pelita W ,  ternyata hanya 21 persen dari staf pengajar I T N  
yang memiliki pendidikan Ianjutan dengan rincian tiga persen S3,11 persen S2, 
&n tujuh persen spesialis di bidang kedokeran. Untuk tahun 1988 dan 1992, 
angka tersebut berturut-tumt menjadi 23,s dan 28,s persen. Sedangkan di 
lingkungan PTS dosen tetapnya hanya 5.000 orang. 

Berdasarkan. kecendemngan tersebut sudah sepatutnya bila d a l m  memasuki 
Pelita V aspek hali tas mendapatkan perhatian yang lebih serius. Hal ini sesuai 
dengan hasil Raker ReMor 1984 dengan dilontarkannya tujuh isu nasional, 
yaitu: (1) halitas, (2) relevansi, (3) produbivitas, (4) bantitas, (5) pemerataan, 
(6)  rnasa depan, dan (7) dinamisa sistem. Oleh karena itu, dalam memasuki 
Pelita V usaha-usaha yang bersifat pembaharuan dan konsolidasi rnempakan 
dasar dalam rnenuju peningkatan halitas dan efisiensi yang diinginkan. 



Dengan dikrbitkamya UU-2/89 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
yang dQabarkan d a l m  PP-30190 tentang Pendidikan Tinggi seperti diungkapkan 
di muka, branya sudah cukup lengkap landasan keja bagi seluruh Iembaga 
pendidikm tinggi untukmemjudkan suasana yang kondusif d a l m  peIaksanaan 
Tridhama Perguruan Tinggi. 

PP-30190 ini pa& dasarnya merupakan bagian dari suatu usaha pembAaharuan 
pendidikan tinggi, yang memberikm penekanan besar pada otonomi perguruan 
tinggi. Mengingat otonomi perguman tinggi merupakan sesuatu yang baru bagi 
lernbaga pendidikan tinggi di Indonesia, maka mash diperlukan semacam 
pedoman pelahmaan agar penerapan peraturan tersebut tidakdiartikan sebagai 
"kebebasan m p a  tanggung jawab". 

Beadasarkan uraim tersebut srategy dasar yang dianut Depdikbud d a l m  
memasufi Pelita VI ini adalah pernerataan kesernpatan, peningkatan relevansi 
dan hali tas pendidikan serta peningkatan efisiensi. Selanjutnya kebijakan 
Depdikbud dalarn meningkatkan relevansi pendidikan yaitu relevansi dkngan 
kebutuhan gembangunan pada urnumya dan dengm kebutuhan dunia ke j a ,  
dunia usaha serta dunia industri pada khususnya, melalui apa yang disebert 
kebijakan Link andMatctt (kekrkaitan dan kesepadmm). Aspek relevansi ini 
&an berkaitan pula dengan aspek pernerataan kesempatan, halitas, d m  efisiensi. 
Dengan perhtam lain, suatu upaya pendidikan yangrelevan semestinya merata 

. baik secara halitatif maupun kumtihtif, terbuka bagi setiap peserta didik dan 
mencapai stslndar halitas tertentu serta efisien. 

KebijaksanaanLkkandMatch ini sebenarnya bukm suatu kebijakan yang 
baru. Seperti telah diungkapkan di muka, beberapa isu pokok yang pernah 
dilontarkan dalam Rapat Rektor 1984 juga menyanght rnasalah kualitas, 
produktivitas, relevansi, efisiensi, pemerataan, dinmisa sistem dan masa 
depan. Disadard bahwa d a l m  memasuG PJP-EI ini keterkaitan d m  ke~ocokan 
antara pendidikm d m  kebutuhan pembmgunm s e m a ~  dirasakan urgensinya 
mengingat semaluin laompetitif. Sejalan dengan semakin populernya konsep 
gengembangan surnberdaya mmusia (SDM) d m  mendapatkan tekanan h a t  
&lam PJP II, maka implikasi dari konsep pengembangan SDM yang berkualitas 
sehmsnya berada &lam asuhan lernbaga pendidikan sesuai dengan jalur, jenis, 
dan jenjang kualifikasi tenaga yang diperlukan. 

'FINGGI P E R T m M  
Sebagairnana telah diuraibn di muka, bahwa kondisi s e a  kendala yang mash 
d&a&pi dalam pernbangunan kelernbagaan pendidikan tinggi pertanian, yang 
merupahn subsistern dari pendidikan tinggi secara nasiond, tidakkrlepas dari latar 
































